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KATA PENGANTAR 
 

Bismillahirrahmanirrahim. 

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah 

Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan 

rahmat, hidayah, dan kemudahan sehingga buku yang 

berjudul “Manajemen Keuangan Syariah: Teori, Regulasi, dan 

Implementasi Kontemporer” ini dapat terselesaikan dengan baik. 

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan 

kita Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, beserta keluarga, 

sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. 

Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia 

maupun di dunia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam 

dua dekade terakhir. Lembaga-lembaga keuangan syariah mulai dari 

perbankan, asuransi, pasar modal, hingga fintech syariah telah 

menjadi bagian penting dari sistem keuangan nasional dan global. 

Namun demikian, pertumbuhan kuantitatif tersebut harus diimbangi 

dengan pemahaman kualitatif yang mendalam tentang landasan teori, 

regulasi, serta praktik implementasinya yang sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah. 

Buku ini hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Secara 

komprehensif, buku ini mengupas tiga pilar utama dalam manajemen 

keuangan syariah, yaitu teori, regulasi, dan implementasi 

kontemporer. Pada bagian teori, pembaca akan diajak untuk 

memahami fondasi keuangan syariah yang bersumber dari Al-Qur’an, 

As-Sunnah, ijma’, dan qiyas, serta konsep-konsep kunci seperti 

mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan akad-akad lainnya. 

Pada bagian regulasi, buku ini membahas kerangka hukum dan 

kebijakan di Indonesia, termasuk peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 

Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia 

(DSN-MUI), serta standar internasional seperti AAOIFI dan IFSB. 

Adapun pada bagian implementasi kontemporer, buku ini menyajikan 

studi kasus, tantangan, dan inovasi terkini dalam pengelolaan 

keuangan syariah di era digital, termasuk pemanfaatan teknologi 

finansial (fintech), blockchain, dan green finance berbasis syariah. 
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Kami menyadari bahwa dinamika keuangan syariah terus 

berkembang sehingga buku ini tidak mungkin mencakup seluruh 

aspek secara sempurna. Namun, kami berharap buku ini dapat 

menjadi rujukan yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi 

perbankan dan keuangan syariah, regulator, serta masyarakat umum 

yang ingin mendalami manajemen keuangan syariah secara lebih 

sistematis dan aplikatif. 

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 

semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, 

terutama para dosen, peneliti, praktisi, serta reviewer yang telah 

memberikan masukan berharga.  

Akhir kata, semoga buku ini memberikan manfaat yang luas dan 

menjadi amal jariyah bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa 

Ta’ala meridai setiap upaya kita dalam mengembangkan ekonomi dan 

keuangan yang berkah serta berkeadilan bagi seluruh umat. 

 

Billahi taufiq wal hidayah, 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
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Pendahuluan 

1. Latar Belakang Kebutuhan Sistem Keuangan Alternatif 

Sistem keuangan konvensional, yang didominasi oleh mekanisme 

bunga (riba) dan instrumen derivatif yang kompleks, telah 

menunjukkan kerentanan signifikan dalam menjaga stabilitas 

ekonomi global. Krisis finansial global pada tahun 2008 menjadi 

bukti nyata dari kegagalan sistem ini dalam mengelola risiko, yang 

berakar pada praktik spekulatif dan ekspansi kredit yang tidak 

terkendali, yang pada gilirannya memicu ketidakstabilan sistemik 

dan resesi ekonomi berkepanjangan (Mishkin, 2012). Lebih lanjut, 

struktur sistem keuangan konvensional sering kali dikritik karena 

memperparah ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, di mana 

mekanisme bunga cenderung mengonsentrasikan modal pada 

segelintir pihak dan meningkatkan beban bagi mereka yang 

membutuhkan pendanaan (Stiglitz, 2019). Fenomena ini 

menciptakan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar, sehingga 

menyoroti kebutuhan mendesak akan alternatif yang lebih adil dan 

stabil. 

Menjawab keterbatasan tersebut, prinsip-prinsip keuangan 

syariah menawarkan paradigma alternatif yang didasarkan pada 

etika, keadilan, dan stabilitas. Larangan tegas terhadap riba dan 

penekanan pada skema bagi hasil (profit and loss sharing) 

dirancang untuk mendorong investasi pada aktivitas ekonomi riil 

yang produktif dan memitigasi risiko spekulasi berlebihan yang 

dapat menyebabkan krisis finansial (Chapra, 2016). Keuangan 

syariah juga menekankan pentingnya keadilan sosial, transparansi, 

dan larangan terhadap aktivitas eksploitatif, yang secara inheren 

berupaya mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan 

sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan  (Ahmad, 

2010). Dorongan global untuk mencari sistem keuangan yang lebih 

etis dan berkeadilan, sejalan dengan meningkatnya kesadaran akan 

dampak negatif dari praktik keuangan konvensional, telah memicu 

pertumbuhan pesat industri keuangan syariah di berbagai belahan 

dunia (Iqbal & Molyneux, 2017). 

 



Hakikat Dan Ruang Lingkup Manajemen Keuangan Syariah   

 

3 Denny Rakhmad Widi Ashari  

2. Posisi Manajemen Keuangan Syariah dalam Ilmu Ekonomi 

Manajemen keuangan syariah merupakan sebuah sub-disiplin yang 

berakar kuat dalam kerangka ekonomi Islam, yang secara aktif 

berupaya menyelaraskan prinsip-prinsip dan praktik manajemen 

keuangan konvensional dengan ajaran syariah. Transformasi ini 

tidak hanya sekadar penyesuaian teknis, tetapi merupakan 

pergeseran fundamental dari fokus tunggal pada maksimisasi 

profit menjadi pencapaian tujuan keuangan yang holistik, 

mencakup dimensi finansial, etis, dan tanggung jawab sosial sesuai 

dengan nilai-nilai Islam (Khan, 2018). Dalam konteks ini, 

manajemen keuangan syariah bertindak sebagai jembatan yang 

mengintegrasikan etika dan moralitas Islam ke dalam pengambilan 

keputusan keuangan modern, seperti strategi investasi, 

pembiayaan, dan pengelolaan risiko. 

Dalam operasionalnya, para praktisi manajemen keuangan 

syariah dihadapkan pada keharusan mempertimbangkan berbagai 

aspek krusial yang melampaui kalkulasi profit semata. Keputusan 

investasi, misalnya, harus memastikan kesesuaian dengan prinsip 

syariah (halal) dan menghindari sektor-sektor yang dilarang, 

sambil tetap mengejar potensi keuntungan yang adil dan 

proporsional (Iqbal & Molyneux, 2017). Selain itu, pertimbangan 

terhadap dampak sosial dan lingkungan dari setiap transaksi 

keuangan menjadi elemen integral, mencerminkan filosofi 

ekonomi Islam yang menekankan kesejahteraan umat manusia dan 

kelestarian alam (Al-Jarhi, 2017). Dengan demikian, manajemen 

keuangan syariah memposisikan dirinya sebagai disiplin yang 

menawarkan alternatif sistemik terhadap praktik keuangan 

konvensional, dengan penekanan pada pembangunan ekonomi 

yang berkeadilan, berkelanjutan, dan beretika. 

 

Konseptualisasi dan Definisi 
1. Mengurai Terminologi: Manajemen, Keuangan, dan Syariah 

Manajemen secara fundamental merujuk pada serangkaian proses 

esensial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengendalian. Fungsi-fungsi ini bertujuan untuk 

mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada guna 

mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien (Robbins & 
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Pendahuluan  

Ekonomi dan keuangan Islam merupakan suatu sistem yang dibangun 

atas landasan nilai-nilai syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, As-

Sunnah, ijma’, dan qiyas. Berbeda dengan sistem ekonomi 

konvensional yang berorientasi pada maksimalisasi keuntungan 

(profit maximization), ekonomi Islam memandang aktivitas ekonomi 

sebagai bagian dari ibadah (muamalah) yang bertujuan mewujudkan 

kesejahteraan (falah) di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap 

keputusan ekonomi tidak hanya mempertimbangkan aspek efisiensi 

dan keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan dimensi moral, 

etika, keadilan, serta tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan 

lingkungan. Perkembangan ekonomi Islam dalam dua dekade terakhir 

menunjukkan bahwa sistem ini semakin diterima sebagai alternatif 

dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global, seperti 

ketimpangan distribusi pendapatan, krisis keuangan, spekulasi pasar, 

dan rendahnya inklusi keuangan. Hal tersebut tercermin dari 

meningkatnya perkembangan lembaga keuangan syariah, instrumen 

investasi syariah, serta inovasi produk keuangan berbasis teknologi 

digital yang tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. 

Dalam konteks manajemen keuangan syariah, pemahaman 

terhadap prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam merupakan fondasi 

utama sebelum mempelajari berbagai aspek teknis seperti 

pembiayaan, investasi, pengelolaan risiko, tata kelola perusahaan, 

maupun audit syariah. Seluruh fungsi manajemen keuangan mulai 

dari perencanaan keuangan, penganggaran, penghimpunan dana, 

pengalokasian investasi, hingga pengendalian keuangan harus 

berlandaskan pada prinsip syariah agar setiap keputusan yang 

diambil tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga 

memenuhi ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, keberhasilan 

lembaga keuangan syariah tidak cukup diukur melalui indikator 

profitabilitas semata, melainkan juga melalui tingkat kepatuhan 

terhadap syariah (sharia compliance) dan kontribusinya terhadap 

tercapainya kemaslahatan masyarakat. 

Secara konseptual, ekonomi Islam dibangun atas beberapa 

prinsip utama, yaitu tauhid, keadilan (al-'adl), keseimbangan 

(tawazun), kemaslahatan (maslahah), amanah, transparansi, dan 
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tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam 

seluruh aktivitas ekonomi, baik pada tingkat individu, perusahaan, 

maupun negara. Nilai tauhid menempatkan seluruh aktivitas ekonomi 

sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Swt., sedangkan prinsip 

keadilan menghendaki distribusi manfaat ekonomi yang proporsional 

serta menghindari segala bentuk ketimpangan dan eksploitasi. Prinsip 

keseimbangan menekankan harmonisasi antara kepentingan individu 

dan masyarakat, antara aspek material dan spiritual, serta antara 

kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Sementara itu, 

prinsip kemaslahatan memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi 

harus memberikan manfaat yang luas bagi kehidupan manusia. 

 

Konsep Dasar Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan Al-

Qur'an, As-Sunnah, ijma’, dan qiyas dalam mengatur aktivitas ekonomi 

manusia. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang lebih 

berorientasi pada maksimalisasi keuntungan, ekonomi Islam 

memandang aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah yang harus 

selaras dengan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, keberhasilan 

ekonomi tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari 

kemampuannya mewujudkan keadilan (al-'adl), kemaslahatan 

(maslahah), dan kesejahteraan (falah) bagi individu maupun 

masyarakat (Dusuki, 2022; Haneef, 2021; Mohamed Aslam & Hafas, 

2009). 

Landasan utama ekonomi Islam adalah tauhid, yaitu keyakinan 

bahwa seluruh kekayaan pada hakikatnya adalah milik Allah Swt., 

sedangkan manusia hanya bertindak sebagai pengelola (khalifah) 

yang bertanggung jawab memanfaatkan sumber daya secara halal, 

produktif, dan berkelanjutan. Konsep ini menegaskan bahwa 

kepemilikan harta bukan merupakan hak yang mutlak, melainkan 

amanah yang harus digunakan untuk kepentingan diri sendiri 

sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat (Ayub, 2020; Kamali, 

2021). 

Ekonomi Islam juga dibangun atas prinsip keadilan dan 

keseimbangan. Keadilan diwujudkan melalui transaksi yang 

transparan, pembagian keuntungan dan risiko secara proporsional, 
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Pendahuluan 
Manajemen keuangan merupakan salah satu fungsi utama dalam 

organisasi yang berperan dalam merencanakan, memperoleh, 

mengalokasikan, serta mengendalikan sumber daya keuangan untuk 

mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Dalam 

praktiknya, perkembangan sistem keuangan dunia telah melahirkan 

dua pendekatan utama dalam pengelolaan keuangan, yaitu 

manajemen keuangan konvensional dan manajemen keuangan 

syariah. Kedua pendekatan tersebut memiliki tujuan yang sama dalam 

menciptakan keberlanjutan organisasi, namun dibangun di atas 

landasan filosofi, prinsip, dan mekanisme operasional yang berbeda 

(Brigham & Ehrhardt, 2022). 

Manajemen keuangan konvensional berkembang berdasarkan 

teori ekonomi modern yang menempatkan pemaksimalan 

keuntungan (profit maximization) dan peningkatan nilai perusahaan 

(firm value maximization) sebagai tujuan utama perusahaan. Dalam 

sistem ini, keputusan investasi, pembiayaan, maupun pengelolaan 

aset didasarkan pada pertimbangan efisiensi ekonomi dan hubungan 

antara risiko (risk) dan tingkat keuntungan (return) tanpa 

mempertimbangkan aspek halal dan haram dari suatu transaksi (Ross, 

Westerfield, & Jordan, 2022). 

Sebaliknya, manajemen keuangan syariah berkembang 

berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang bersumber dari Al-

Qur'an, As-Sunnah, ijma’, qiyas, serta berbagai fatwa yang dikeluarkan 

oleh lembaga otoritatif seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia (DSN-MUI) maupun lembaga syariah internasional. Dalam 

sistem ini, seluruh aktivitas keuangan harus memenuhi prinsip 

keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), keseimbangan 

(tawazun), transparansi (amanah), serta terbebas dari unsur riba, 

gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi), risywah (suap), dan 

aktivitas usaha yang bertentangan dengan syariat Islam (Antonio, 

2011). 

Perbedaan mendasar antara kedua sistem tersebut bukan hanya 

terletak pada penggunaan instrumen keuangan, tetapi juga pada 

paradigma dalam memandang fungsi harta. Dalam perspektif Islam, 

harta merupakan amanah dari Allah Swt. yang harus dikelola secara 

bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi individu maupun 
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masyarakat. Oleh karena itu, setiap keputusan keuangan tidak hanya 

dipertanggungjawabkan secara ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi 

moral dan spiritual sebagai bagian dari ibadah (Karim, 2017). 

Seiring berkembangnya industri keuangan syariah di berbagai 

negara, termasuk Indonesia, kebutuhan terhadap pemahaman 

mengenai perbedaan antara manajemen keuangan konvensional dan 

syariah menjadi semakin penting. Pertumbuhan lembaga keuangan 

syariah, pasar modal syariah, sukuk, asuransi syariah, hingga berbagai 

instrumen investasi syariah menunjukkan bahwa sistem keuangan 

Islam telah berkembang menjadi alternatif yang mampu bersaing 

dengan sistem keuangan konvensional dalam mendukung 

pembangunan ekonomi nasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). 

 

Tabel 3.1: Perkembangan Paradigma Manajemen Keuangan 

Aspek 
Manajemen Keuangan 

Konvensional 
Manajemen Keuangan 

Syariah 

Landasan Teori ekonomi modern 
Al-Qur'an, As-Sunnah, dan 
Fiqh muamalah 

Tujuan utama 
Maksimalisasi 
keuntungan dan nilai 
perusahaan 

Falah (keberhasilan dunia 
dan akhirat) serta 
kemaslahatan 

Dasar 
pengambilan 
keputusan 

Risiko dan keuntungan 
Risiko, keuntungan, serta 
kepatuhan syariah 

Orientasi Ekonomi Ekonomi, etika, dan spiritual 

Sumber: Diolah dari Antonio (2011), Karim (2017), Brigham & 

Ehrhardt (2022), dan OJK (2024). 

 

Dalam konteks pembangunan ekonomi modern, keberadaan 

manajemen keuangan syariah tidak dimaksudkan untuk 

menggantikan sistem konvensional secara mutlak, tetapi 

menawarkan alternatif pengelolaan keuangan yang lebih menekankan 

pada prinsip keadilan, transparansi, serta keberlanjutan. Sistem ini 

diharapkan mampu menciptakan stabilitas ekonomi melalui 

mekanisme berbagi risiko (risk sharing), transaksi berbasis aset riil 

(asset-backed financing), dan penghindaran praktik spekulatif yang 

berpotensi menimbulkan ketidakstabilan pasar (Iqbal & Mirakhor, 

2011). 
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2012, ia berhasil menyelesaikan program S2-nya di salah satu 

perguruan tinggi terkemuka di Universitas Trisakti. Di sinilah ia 

semakin memfokuskan penelitiannya pada ekonomi Islam. Lulus S3  di 

Universitas Ibn Khaldun Bogor (2022-Jan 2026). Selama studi S3-nya, 

ia melakukan penelitian mendalam tentang keterkaitan antara 

ekonomi dan ajaran Islam, yang kemudian menjadi penulis buku. 
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Pengertian Etika dan Moral dalam Keuangan Syariah 

Etika dan moral merupakan fondasi utama dalam sistem keuangan 

syariah karena seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam tidak hanya 

berorientasi pada pencapaian keuntungan (profit maximization), 

tetapi juga pada terwujudnya kemaslahatan (maslahah), keadilan 

('adl), dan kesejahteraan (falah). Oleh karena itu, setiap transaksi 

keuangan harus memenuhi ketentuan syariah sekaligus 

mencerminkan nilai-nilai moral yang bersumber dari Al-Qur'an dan 

As-Sunnah (Chapra, 2000). 

Secara etimologis, istilah etika berasal dari bahasa Yunani ethos 

yang berarti kebiasaan, watak, atau karakter yang menjadi pedoman 

seseorang dalam bertindak. Sementara itu, istilah moral berasal dari 

bahasa Latin mos (mores) yang berarti adat istiadat atau tata cara 

hidup yang berlaku dalam masyarakat. Dalam perspektif Islam, kedua 

konsep tersebut terintegrasi dalam istilah akhlak, yaitu karakter yang 

melekat pada diri seseorang sehingga mendorong lahirnya perilaku 

secara spontan sesuai dengan nilai-nilai syariat (Al-Ghazali, 2011). 

Menurut Al-Ghazali (2011) dalam Ihya' Ulum al-Din, akhlak 

merupakan keadaan jiwa (hay'ah fi al-nafs) yang melahirkan berbagai 

tindakan secara mudah tanpa memerlukan pertimbangan yang 

panjang. Konsep ini menunjukkan bahwa perilaku ekonomi seseorang 

tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan intelektual, tetapi juga oleh 

kualitas moral yang dimilikinya. Seseorang yang memiliki akhlak 

mulia akan menjalankan aktivitas bisnis secara jujur, amanah, dan 

adil, sedangkan akhlak yang buruk akan mendorong munculnya 

praktik-praktik seperti penipuan, riba, manipulasi, dan eksploitasi. 

Konsep tersebut sejalan dengan firman Allah SWT: 

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil, berbuat 

kebajikan, dan memberi kepada kaum kerabat, serta melarang dari 

perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan." (Q.S, 16:90). 

Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan, kebajikan, dan 

tanggung jawab sosial merupakan prinsip dasar dalam seluruh 

aktivitas ekonomi Islam. Oleh karena itu, transaksi keuangan syariah 

tidak boleh mengandung unsur eksploitasi maupun ketidakadilan. 

Prinsip tersebut diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW: 
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“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang 

mulia." (HR. Ahmad). 

Hadis ini menunjukkan bahwa pembentukan akhlak merupakan 

tujuan utama syariat Islam sehingga aktivitas ekonomi juga harus 

mencerminkan nilai-nilai moral tersebut. 

Dalam perspektif ekonomi Islam modern, Chapra (2000) 

menjelaskan bahwa tujuan sistem ekonomi Islam bukan hanya 

menciptakan efisiensi ekonomi, tetapi juga membangun masyarakat 

yang berkeadilan melalui keseimbangan antara dimensi spiritual, 

ekonomi, dan sosial. Menurut Chapra (2008), keberhasilan lembaga 

keuangan syariah tidak cukup diukur dari indikator profitabilitas, 

tetapi juga dari kontribusinya terhadap pemerataan kesejahteraan, 

pengurangan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi yang 

berkelanjutan. 

Senada dengan itu, Al-Qaradawi (1997) menegaskan bahwa etika 

merupakan karakteristik utama yang membedakan ekonomi Islam 

dari sistem ekonomi lainnya. Setiap aktivitas bisnis harus memenuhi 

tiga dimensi secara bersamaan, yaitu dimensi ekonomi, dimensi 

hukum syariah, dan dimensi moral. Dengan demikian, keuntungan 

yang diperoleh melalui cara-cara yang bertentangan dengan syariat 

tidak dapat dianggap sebagai keuntungan yang membawa 

keberkahan. 

Lebih lanjut, Siddiqi (2006) menjelaskan bahwa lembaga 

keuangan syariah tidak boleh hanya berorientasi pada profit 

maximization, tetapi juga harus memperhatikan keadilan distributif, 

tanggung jawab sosial, transparansi, dan perlindungan terhadap 

seluruh pemangku kepentingan. Nilai-nilai tersebut menjadikan etika 

sebagai instrumen utama dalam menjaga keberlangsungan industri 

keuangan syariah. 

Perkembangan industri keuangan syariah menunjukkan bahwa 

konsep etika tidak lagi dipahami hanya sebagai kepatuhan terhadap 

larangan riba, gharar, dan maysir, tetapi telah berkembang menjadi 

bagian dari Shariah Governance. AAOIFI (2023) menegaskan bahwa 

tata kelola syariah harus menjamin kepatuhan terhadap prinsip 

syariah melalui mekanisme pengawasan, audit syariah, transparansi, 

akuntabilitas, dan independensi Dewan Pengawas Syariah. Sejalan 
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Pendahuluan 
Perkembangan sistem keuangan global dalam beberapa dekade 

terakhir menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi 

tidak selalu berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat yang merata. Krisis keuangan, ketimpangan ekonomi 

yang kian melebar, praktik spekulasi yang berlebihan, serta minimnya 

perlindungan bagi kelompok rentan mengindikasikan keterbatasan 

kebijakan yang semata-mata berorientasi pada efisiensi pasar dan 

pertumbuhan ekonomi. Realitas ini menuntut urgensi pergeseran 

paradigma kebijakan keuangan yang tidak hanya menekankan aspek 

ekonomi, tetapi juga menyertakan dimensi moral, sosial, dan 

kemanusiaan. 

Dalam konteks ini, integrasi nilai etika Islam melalui kerangka 

Maqasid Syariah menjadi krusial sebagai fondasi kebijakan keuangan 

untuk menjamin keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, 

serta memitigasi praktik ekonomi yang merusak seperti riba dan 

gharar. Integrasi ini bertujuan untuk memandu perumusan kebijakan 

fiskal dan moneter yang melampaui fokus stabilitas makro, dengan 

memastikan pemenuhan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, 

keturunan, dan harta sebagai pilar utama kemaslahatan masyarakat 

(Fattah, 2024). 

Dalam perspektif Islam, kebijakan keuangan bukan sekadar 

instrumen administratif untuk pengelolaan penerimaan dan 

pengeluaran negara, melainkan manifestasi amanah untuk 

mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, 

setiap kebijakan fiskal, moneter, maupun tata kelola lembaga 

keuangan harus diarahkan pada pencapaian tujuan syariat. 

Pendekatan ini menempatkan kesejahteraan manusia, bukan sekadar 

peningkatan indikator makroekonomi, sebagai tujuan utama 

pembangunan. 

Konsep Maqasid Syariah menegaskan bahwa syariat Islam 

bertujuan menjaga lima kebutuhan pokok: agama, jiwa, akal, 

keturunan, dan harta (Fattah, 2024). Dalam perkembangannya, 

Maqasid Syariah tidak hanya dipahami sebagai dasar hukum ibadah, 

tetapi juga telah bertransformasi menjadi kerangka normatif dalam 

merancang kebijakan publik, termasuk kebijakan keuangan negara 

dan sistem keuangan modern. 
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Penerapan Maqasid Syariah dalam kebijakan keuangan menjadi 

semakin relevan seiring dengan ekspansi industri keuangan syariah 

global. Berbagai kebijakan yang mencakup perbankan syariah, pasar 

modal, zakat, wakaf produktif, keuangan sosial Islam, hingga 

instrumen pembiayaan pemerintah berbasis syariah menjadi bukti 

konkret bagaimana prinsip maqashid diterjemahkan ke dalam 

regulasi dan kebijakan ekonomi. Pendekatan ini memfasilitasi 

terciptanya sistem keuangan yang lebih inklusif, stabil, berkeadilan, 

dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. 

Bab ini membahas Maqasid Syariah sebagai landasan konseptual 

dalam penyusunan kebijakan keuangan. Pembahasan difokuskan 

pada konsep dasar Maqasid Syariah, relevansinya terhadap kebijakan 

publik di bidang keuangan, implementasinya dalam berbagai 

instrumen kebijakan, serta tantangan dan arah pengembangan 

kebijakan keuangan berbasis Maqasid di tengah era ekonomi digital 

dan pembangunan berkelanjutan. 

 

Konsep Maqasid Syariah dalam Kebijakan Keuangan 

Maqasid Syariah merupakan tujuan utama ditetapkannya hukum 

Islam yang diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan dan 

mencegah kemudharatan. Dalam konteks kebijakan keuangan, 

Maqashid berfungsi sebagai kerangka normatif yang memastikan 

setiap kebijakan tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga 

memberikan manfaat nyata bagi masyarakat secara luas. 

Sejalan dengan pandangan Al-Ghazali, seluruh hukum Islam 

bertujuan menjaga lima kebutuhan dasar manusia: Hifz al-Din 

(agama), Hifz al-Nafs (jiwa), Hifz al-'Aql (akal), Hifz al-Nasl 

(keturunan), dan Hifz al-Mal (harta). Kelima elemen ini menjadi 

parameter objektif dalam perumusan kebijakan publik; regulasi yang 

menjamin pemeliharaan unsur-unsur tersebut dikategorikan sebagai 

tindakan yang memenuhi kepentingan umum, sedangkan pengabaian 

terhadap nilai-nilai ini dianggap sebagai bentuk kerusakan yang harus 

dihindari. 

Dalam kebijakan keuangan, kelima tujuan tersebut saling 

berkaitan. Penerapan prinsip ini memungkinkan kebijakan ekonomi 
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Otoritas Pengawas dan Lembaga Pengatur Keuangan 

Syariah  

Dalam beberapa dekade terakhir, industri keuangan syariah di 

Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pertumbuhan 

tersebut tidak hanya ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah lembaga 

dan variasi produk keuangan syariah, tetapi juga oleh semakin 

kuatnya dukungan regulasi yang diberikan pemerintah. Berbeda 

dengan sistem keuangan konvensional, penyelenggaraan keuangan 

syariah tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi dan kehati-

hatian (prudential principle), tetapi juga harus memenuhi prinsip-

prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma’, dan 

ijtihad ulama. Oleh karena itu, aspek sharia compliance menjadi 

elemen mendasar yang membedakan sistem keuangan syariah dari  

konvensional dan menjadi indikator utama dalam menjaga 

kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan syariah 

(Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2024; Bank Indonesia, 2024). 

Karakteristik tersebut menjadikan tata kelola keuangan syariah 

di Indonesia memiliki model kelembagaan yang khas. Pengawasan 

terhadap industri tidak hanya dilakukan oleh regulator negara, tetapi 

juga melibatkan lembaga yang memiliki otoritas dalam menetapkan 

ketentuan syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertanggung jawab 

mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan sektor jasa keuangan, 

sementara Bank Indonesia (BI) berperan dalam menjaga stabilitas 

moneter dan mengembangkan sistem pembayaran syariah. Pada saat 

yang sama, Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-

MUI) menetapkan fatwa yang menjadi landasan syariah bagi produk 

dan aktivitas lembaga keuangan syariah. Selanjutnya, implementasi 

fatwa tersebut diawasi secara internal oleh Dewan Pengawas Syariah 

(DPS) di masing-masing lembaga keuangan syariah. Sinergi 

antarlembaga ini menciptakan sistem pengawasan yang mampu 

menjaga kepatuhan terhadap regulasi sekaligus memastikan semua 

operasi bisnis dilakukan sesuai dengan prinsip syariah(Republik 

Indonesia, 2023; OJK, 2023; DSN-MUI, 2024). 

Pemahaman mengenai struktur kelembagaan tersebut 

merupakan fondasi penting dalam mempelajari keuangan syariah 
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secara komprehensif. Setiap lembaga memiliki fungsi, kewenangan, 

dan tanggung jawab yang saling melengkapi sehingga membentuk 

sistem tata kelola yang mendukung stabilitas industri sekaligus 

menjamin kepatuhan syariah. Seiring dengan diberlakukannya 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan 

Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), koordinasi antarotoritas 

menjadi semakin penting untuk menjawab tantangan perkembangan 

digitalisasi keuangan, inovasi produk syariah, serta meningkatnya 

kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang aman, 

transparan, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena 

itu, pada subbab ini akan dibahas berbagai lembaga yang berperan 

dalam mengatur, mengawasi, dan mengembangkan industri keuangan 

syariah di Indonesia beserta hubungan koordinatif di antara lembaga-

lembaga tersebut (Republik Indonesia, 2023). 

 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Regulator Utama  

Lembaga independen yang didirikan berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ditugaskan 

untuk menerapkan sistem pengaturan dan pengawasan yang 

komprehensif terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. 

Kehadiran OJK menjadi tonggak penting dalam reformasi sistem 

keuangan Indonesia karena mengintegrasikan fungsi pengaturan dan 

pengawasan yang sebelumnya dijalankan oleh beberapa lembaga. 

Dalam konteks keuangan syariah, OJK memiliki peran yang sangat 

strategis karena bertanggung jawab untuk memastikan bahwa 

seluruh lembaga keuangan syariah mampu menjalankan kegiatan 

usahanya secara sehat, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping 

itu, OJK juga memiliki tanggung jawab untuk mendorong 

pertumbuhan industri keuangan syariah agar mampu memberikan 

kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi nasional 

dan peningkatan inklusi keuangan bagi masyarakat (Republik 

Indonesia, 2011; OJK, 2024). 

Sebagai regulator utama, OJK tidak hanya berfungsi menjaga 

stabilitas sektor jasa keuangan, tetapi juga memastikan industri 
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Pendahuluan 

Standar akuntansi dan pelaporan keuangan syariah merupakan 

instrumen penting dalam memastikan bahwa informasi keuangan 

yang dihasilkan oleh entitas syariah tidak hanya memenuhi aspek 

relevansi dan keandalan informasi akuntansi, tetapi juga 

mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. 

Perkembangan industri keuangan syariah yang semakin kompleks, 

digitalisasi transaksi, inovasi produk keuangan, serta tuntutan 

transparansi dan akuntabilitas menyebabkan kebutuhan terhadap 

standar akuntansi syariah terus berkembang. Dalam konteks 

internasional, Accounting and Auditing Organization for Islamic 

Financial Institutions (AAOIFI) telah mengembangkan seperangkat 

Financial Accounting Standards (FAS) yang mencakup penyajian 

laporan keuangan, transaksi murabahah, mudharabah, musyarakah, 

salam, istishna, ijarah, investasi, serta berbagai transaksi dan struktur 

keuangan syariah. Di Indonesia, penerapan standar akuntansi syariah 

berinteraksi dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, regulasi 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ketentuan Bank Indonesia, serta fatwa 

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). 

 

Konsep Dasar Akuntansi Syariah 

Akuntansi syariah dapat dipahami sebagai sistem identifikasi, 

pengukuran, pencatatan, pengklasifikasian, penyajian, dan 

pengungkapan transaksi ekonomi yang mempertimbangkan prinsip 

syariah. Konsep tersebut mengandung dua dimensi utama, yaitu 

dimensi teknis dan dimensi normatif. Dimensi teknis berhubungan 

dengan bagaimana suatu transaksi dicatat dan dilaporkan, sedangkan 

dimensi normatif berkaitan dengan apakah transaksi tersebut sesuai 

dengan prinsip syariah. Kombinasi kedua dimensi tersebut 

menyebabkan akuntansi syariah memiliki karakteristik yang tidak 

sepenuhnya dapat direduksi menjadi akuntansi konvensional. 

Prinsip keadilan merupakan salah satu fondasi penting dalam 

akuntansi syariah. Informasi keuangan harus disajikan secara jujur, 

tidak menyesatkan, dan tidak digunakan untuk mengeksploitasi pihak 

tertentu. Prinsip amanah juga memiliki posisi penting karena 
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pengelola dana pada lembaga syariah pada dasarnya mempunyai 

tanggung jawab terhadap pemilik dana dan pihak lain yang 

berkepentingan. Konsep tersebut berhubungan dengan kebutuhan 

terhadap transparansi dan pengungkapan yang memadai dalam 

laporan keuangan. 

Larangan riba, gharar dan maysir menjadi karakteristik yang 

membedakan transaksi syariah dengan transaksi konvensional. 

Larangan tersebut tidak hanya berpengaruh pada struktur produk 

keuangan, tetapi juga pada bagaimana transaksi diidentifikasi dan 

diklasifikasikan dalam sistem akuntansi. Misalnya, transaksi 

murabahah tidak dapat diperlakukan secara identik dengan pinjaman 

berbunga karena terdapat struktur jual beli dan margin yang melekat 

pada akad. Demikian pula, mudharabah dan musyarakah memiliki 

karakteristik berbagi risiko dan hasil yang membutuhkan perlakuan 

akuntansi tersendiri. 

Konsep kepemilikan dalam Islam juga mempunyai implikasi 

terhadap pelaporan. Harta dipandang sebagai amanah sehingga 

penggunaan dan pengelolaannya harus dapat 

dipertanggungjawabkan. Perspektif ini memperluas orientasi 

pelaporan dari sekadar stewardship ekonomi menuju accountability 

yang lebih luas.  

Dengan demikian, tujuan akuntansi syariah tidak hanya 

menghasilkan informasi yang relevan dan andal, tetapi juga informasi 

yang mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kerangka 

tersebut menjadi semakin penting ketika entitas menggunakan 

laporan keuangan sebagai instrumen komunikasi dengan investor dan 

masyarakat. Laporan keuangan yang menunjukkan kinerja ekonomi 

yang baik tetapi tidak memberikan informasi mengenai kepatuhan 

syariah dapat menimbulkan information asymmetry. Akuntansi 

syariah, karena itu harus diposisikan sebagai bagian dari sistem 

governance dan accountability. 

 

Kerangka Standar Akuntansi Syariah di Indonesia  

SAK Syariah merupakan kodifikasi kerangka dasar, pernyataan, dan 

interpretasi standar akuntansi keuangan syariah. Ruang lingkupnya 

mencakup kerangka konseptual serta standar yang mengatur 



Standar Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Syariah 

 

120 Fitri Yani Jalil 

Daftar Pustaka 

Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). PSAK 101: Penyajian laporan 

keuangan syariah (Revisi 2022). Dewan Standar Akuntansi Syariah. 

Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). PSAK 109: Akuntansi zakat, infak 

dan sedekah (Revisi 2022). Dewan Standar Akuntansi Syariah.  

Morshed, A. (2026). Comparative analysis of accounting standards in 

the Islamic banking industry: A focus on financial leasing. Journal of 

Islamic Accounting and Business Research, 17(1), 59–73. 

https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2022-0349. 

Syaima Binti Adznan, Zulkarnain Bin Muhamad Sori, Shamsher 

Mohamad. (2023). Intellectual Capital Disclosures (ICD) of Islamic 

Banks Under IFRS Versus AAOIFI Regimes: An International 

Evidence. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 15 

(6), 1009-1027. https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2022-0284. 

Mukhlisin, Murniati, dan Mohammad Hudaib. (2024). Rooting 

Neoliberalism Into Indonesian Islamic Financial Institutions 

Through International Financial Reporting Standardisation. Journal 

of Financial Reporting and Accounting, 24 (2), 578-606. 

https://doi.org/10.1108/JFRA-03-2024-0120. 

Tahri R, Boujelbéne M, Hussainey K, El-Halaby S. (2023). Compliance 

with Investment Account Holders’ Transparency and Disclosure 

Requirement: Evidence From the Middle East and North Africa 

Region. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance 

and Management, 16 (5), 910–927. 

https://doi.org/10.1108/IMEFM-02-2022-0057. 

Nur Laili Ab Ghani, Noraini Mohd Ariffin, Abdul Rahim Abdul Rahman. 

(2023). The Extent of Mandatory and Voluntary Shariah 

Compliance Disclosure: Evidence From Malaysian Islamic Financial 

Institutions. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 15 

(3), 443-465. https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2021-0282. 

 

 

 

https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2022-0349
https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2022-0284
https://doi.org/10.1108/JFRA-03-2024-0120
https://doi.org/10.1108/IMEFM-02-2022-0057
https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2021-0282


Standar Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Syariah 

 

121 Fitri Yani Jalil 

PROFIL PENULIS  

Fitri Yani Jalil, S.E., M.Sc  
Lulusan S-2 Magister Ilmu Akuntansi UGM 

ini adalah dosen tetap pada Program Studi 

Akuntansi, FEB UIN Jakarta sejak tahun 

2012. Mata kuliah yang pernah diampunya 

antara lain Pengantar Akuntansi, Akutansi 

Menengah I, Akuntansi Menengah II, Audit 

Manajemen, dan Audit Sistem Infonriasi. 

Penulis menggeluti akuntansi dengan 

kepakarannya pada bidang auditing. 

Beberapa riset mengenai bidangnya 

tersebut telah dilakukan dengan didanai oleh internal perguruan 

tinggi. Selain itu, penulis juga mengemban tugas sebagai pengelola 

jurnal Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi pada Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini penulis sedang 

menempuh pendidikan Doktoral Perbankan Syariah pada program 

Pascasarajana FEB UIN Jakarta. 

 

Email Penulis: fitri.yani@uinjkt.ac.id 

 

 

 

 

mailto:fitri.yani@uinjkt.ac.id


Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dan Komite Audit Syariah 

 

122 Andi Nurrahma Gaffar 

 

 

 

 

 

 
 

BAB 8  

PERAN DEWAN 

PENGAWAS SYARIAH 

(DPS) DAN KOMITE 

AUDIT SYARIAH 
 

 

 

 

Andi Nurrahma Gaffar, S.E., M.Ak..  

FEBI UIN Palopo 

 

 

 



Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dan Komite Audit Syariah 

 

123 Andi Nurrahma Gaffar 

Konsep dan Landasan Dewan Pengawas Syariah 

1. Definisi dan Kedudukan Dewan Pengawas Syariah 

Dewan Pengawas Syariah adalah organ yang bertugas memberikan 

nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank 

agar sesuai dengan Prinsip Syariah (Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 32). Definisi ini 

menempatkan DPS sebagai penjaga kepatuhan syariah, bukan 

sekadar organ pelengkap struktur organisasi. 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 

tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah 

dan Unit Usaha Syariah menegaskan bahwa DPS berkedudukan 

setara dengan Dewan Komisaris dan Direksi sebagai pihak utama 

bank. Penguatan kedudukan ini menunjukkan bahwa pengawasan 

syariah kini diperlakukan sepadan dengan pengawasan tata kelola 

konvensional, bukan berada di bawahnya. 

 

2. Landasan Teoretis Tata Kelola Syariah 

Grais dan Pellegrini (2006) menjelaskan bahwa lembaga keuangan 

syariah menghadapi lapisan tata kelola tambahan dibanding 

lembaga keuangan konvensional. Selain mekanisme tata kelola 

perusahaan yang umum, lembaga keuangan syariah wajib 

memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah di setiap aspek 

operasionalnya. Lapisan tambahan ini melahirkan kebutuhan akan 

organ pengawas khusus yang memiliki kompetensi hukum Islam 

sekaligus pemahaman praktik keuangan. 

Hasan (2012) memperkuat pandangan ini dengan 

menjelaskan bahwa efektivitas tata kelola syariah bergantung pada 

tiga unsur utama, yaitu independensi organ pengawas, kompetensi 

anggota, dan transparansi pelaporan. Ketiga unsur ini menjadi 

kerangka acuan dalam menilai kualitas pelaksanaan tugas DPS di 

lembaga keuangan syariah mana pun, termasuk di Indonesia. 

 

3. Urgensi DPS dalam Lembaga Keuangan Syariah 

Kehadiran DPS memberi jaminan kepada nasabah dan investor 

bahwa produk serta layanan yang ditawarkan benar-benar sesuai 

prinsip syariah. Tanpa jaminan ini, kepercayaan masyarakat 
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terhadap lembaga keuangan syariah akan sulit dibangun, 

mengingat prinsip syariah menjadi alasan utama nasabah memilih 

lembaga tersebut. 

Risiko ketidakpatuhan syariah juga berdampak langsung pada 

reputasi dan keberlangsungan usaha. Produk yang kemudian 

terbukti tidak sesuai prinsip syariah dapat memicu penarikan dana 

secara masif dan menimbulkan kerugian finansial maupun 

nonfinansial bagi lembaga. DPS berfungsi sebagai lapis pertama 

pencegahan risiko tersebut. 

 

Kerangka Regulasi DPS di Indonesia 
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 sebagai Dasar Hukum 

Utama 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

menjadi rujukan hukum tertinggi bagi keberadaan DPS di 

Indonesia. 

a. Kewajiban pembentukan DPS. Bank syariah dan bank umum 

konvensional yang memiliki unit usaha syariah wajib 

membentuk DPS (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 

32 ayat 1). Kewajiban ini berlaku mutlak, tanpa pengecualian 

bagi lembaga yang menjalankan kegiatan usaha berbasis 

syariah. 

b. Mekanisme pengangkatan. Anggota DPS diangkat oleh Rapat 

Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama 

Indonesia (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 32 

ayat 2). Mekanisme ini memastikan bahwa kompetensi 

keagamaan anggota DPS telah melalui proses verifikasi otoritas 

keagamaan nasional sebelum menjabat. 

 

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 

tentang Penerapan Tata Kelola Syariah 

Regulasi ini menjadi pembaruan penting yang memperkuat fungsi 

DPS dibanding ketentuan sebelumnya. 

a. Kedudukan setara pihak utama bank. DPS ditempatkan setara 

dengan Dewan Komisaris dan Direksi, bukan lagi sebagai organ 

tambahan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 

2024). Perubahan kedudukan ini berimplikasi pada standar 
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Konsep Dasar Akad 

Akad merupakan fondasi utama sistem keuangan syariah sekaligus 

pembeda fundamental dari sistem konvensional berbasis bunga. 

AAOIFI (2017) menyatakan bahwa setiap produk keuangan syariah 

harus dibangun di atas akad yang sah, sehingga hak, kewajiban, risiko, 

dan manfaat para pihak dapat ditetapkan secara proporsional. Akad 

sebagai instrumen normatif yang memadukan aspek hukum dengan 

nilai-nilai Islam, mencakup keadilan, amanah, transparansi, dan 

kerelaan (an-tarāḍin). Dengan demikian, akad tidak hanya berfungsi 

sebagai pengikat hukum, tetapi juga menjadikan setiap transaksi 

bernilai ibadah (Ritonga et al., 2025). 

Lebih lanjut, fungsi akad mengalami perluasan seiring dengan 

semakin kompleksnya aktivitas lembaga keuangan syariah. Dalam hal 

ini, Winarsih (2023) menegaskan bahwa akad tidak lagi dipahami 

sekadar kontrak perdata, melainkan sebagai mekanisme 

implementasi sharia compliance dalam seluruh aktivitas ekonomi. 

Pandangan tersebut diperkuat oleh  AAOIFI yang menetapkan standar 

syariah (Shari'ah Standards) sebagai pedoman penyusunan struktur 

akad, sehingga produk keuangan Islam terbebas dari riba, gharar, 

maysir, dan tadlis. Oleh karena itu, akad memiliki dimensi yuridis 

sekaligus dimensi etik melalui tata kelola syariah (Islamic governance) 

yang menjamin integritas setiap transaksi. 

Kedudukan akad semakin kuat setelah lahirnya UU No. 21 Tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah yang mewajibkan seluruh kegiatan 

bank syariah berdasarkan prinsip syariah. Ketentuan tersebut 

dioperasionalkan melalui fatwa DSN-MUI yang mengatur berbagai 

akad, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, salam, 

istishna', wakalah, rahn, dan qardh. OJK (2023) menempatkan 

kepatuhan akad sebagai salah satu pilar utama pengembangan 

industri keuangan syariah nasional. Dengan demikian, akad bukan 

sekadar konsep fikih, melainkan juga instrumen hukum positif yang 

menjadi landasan operasional lembaga keuangan syariah di 

Indonesia. 

Secara etimologis, istilah akad berasal dari kata al-'aqd (العقد) yang 

berarti ikatan, sambungan, atau penguatan hubungan. Albanjari et al. 
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(2023) mendefinisikan akad sebagai perjanjian, perikatan, atau 

kesepakatan antar pihak atas suatu objek tertentu yang dilafalkan 

dalam ijab-qabul. Sementara itu, dalam perspektif fikih muamalah, 

akad dipahami sebagai keterkaitan antara ijab dan qabul yang 

dilakukan sesuai ketentuan syariah, sehingga melahirkan akibat 

hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Sultoni et al. (2022) 

menekankan bahwa ijab dan qabul merupakan unsur esensial yang 

membentuk legitimasi syar'i, 

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa akad adalah 

kesepakatan hukum antara dua pihak atau lebih yang diwujudkan 

melalui ijab dan qabul atas suatu objek tertentu, yang melahirkan hak 

dan kewajiban mengikat secara syar'i maupun yuridis. Lebih jauh, 

akad harus memenuhi rukun, syarat, dan prinsip-prinsip syariah. 

Dengan terpenuhinya seluruh ketentuan tersebut, akad tidak hanya 

sah secara hukum, tetapi juga bernilai ibadah dan menjamin 

perlindungan bagi seluruh pihak yang bertransaksi. 

 

Prinsip, Rukun, dan Syarat Sah Akad 

Keabsahan suatu akad dalam hukum Islam ditentukan oleh 

terpenuhinya prinsip-prinsip syariah, rukun akad, serta syarat-syarat 

yang telah ditetapkan dalam fikih muamalah. Ketiga unsur tersebut 

saling berkaitan dalam mewujudkan transaksi yang adil, transparan, 

dan memberikan kepastian hukum (Budiwati, 2017). 

1. Prinsip Akad 

Prinsip akad merupakan nilai-nilai dasar yang harus menjadi 

landasan dalam setiap transaksi keuangan syariah. Menurut 

Prawiro (2022), prinsip-prinsip tersebut meliputi: 

a. Kebebasan berakad (hurriyah at-ta'aqud) 

Setiap individu memiliki kebebasan untuk membuat akad sesuai 

dengan kebutuhan dan kepentingannya selama tidak 

bertentangan dengan ketentuan syariah. Prinsip ini 

memberikan ruang bagi inovasi produk dan transaksi keuangan 

syariah, namun tetap berada dalam koridor hukum Islam. 

b. Kerelaan (ar-ridha) 

Akad harus dilaksanakan atas dasar persetujuan sukarela dari 

seluruh pihak tanpa adanya unsur paksaan, ancaman, penipuan, 
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maupun manipulasi. Kerelaan para pihak menjadi syarat 

penting agar akad memiliki kekuatan hukum dan nilai moral. 

c. Keadilan (al-'adl) 

Setiap akad harus mencerminkan keseimbangan hak dan 

kewajiban sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Keadilan 

juga diwujudkan melalui pembagian manfaat, risiko, dan 

tanggung jawab secara proporsional. 

d. Kejujuran (ash-shidq) dan Amanah 

Para pihak wajib menyampaikan seluruh informasi mengenai 

objek akad secara benar, termasuk harga, kualitas, kuantitas, 

manfaat, dan risiko transaksi. Transparansi tersebut bertujuan 

menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari. 

e. Kemaslahatan (maslahah) 

Akad harus memberikan manfaat bagi para pihak serta 

masyarakat luas. Oleh karena itu, setiap transaksi wajib 

menghindari unsur yang dilarang syariah seperti riba, gharar 

(ketidakjelasan), maysir (judi), risywah (suap), dan objek 

transaksi yang haram (Delianti et al., 2025). 

 

2. Rukun Akad 

Suatu akad dianggap terbentuk apabila memenuhi empat rukun 

utama berikut (Rajib, 2025): 

a. Para pihak yang berakad (al-'aqidan) 

Para pihak merupakan subjek hukum yang melakukan akad. 

Mereka harus memiliki kecakapan hukum (ahliyyah), bertindak 

atas kehendak sendiri, serta memiliki kewenangan untuk 

melakukan tindakan hukum. Apabila salah satu pihak tidak 

cakap hukum atau tidak memiliki kewenangan, maka keabsahan 

akad dapat dipertanyakan. 

b. Pernyataan kehendak (shighat al-'aqd) 

Shighat al-'aqd diwujudkan melalui ijab dan qabul yang 

menunjukkan adanya kesesuaian kehendak antara para pihak. 

Dalam praktik modern, ijab dan qabul tidak hanya dilakukan 

secara lisan, tetapi juga dapat dilakukan secara tertulis maupun 

melalui media elektronik selama mampu menunjukkan adanya 

persetujuan yang jelas. 
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Konsep Dasar Pembiayaan Syariah 

1. Pengertian Pembiayaan Syariah 

Pembiayaan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan antara bank 

dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikannya setelah 

jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil (Asbisindo, 

2022). Secara lebih luas, pembiayaan syariah adalah penyaluran 

dana dari lembaga keuangan syariah kepada nasabah berdasarkan 

prinsip-prinsip Islam, yang mengedepankan bukan hanya 

keuntungan finansial tetapi juga keadilan, transparansi, dan 

keberkahan (Sharia Knowledge Centre, 2026). Setiap pembiayaan 

syariah harus merujuk pada akad yang telah difatwakan oleh 

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 

(Asbisindo, 2022). 

 

2. Landasan Hukum 

Landasan hukum pembiayaan syariah bersumber dari beberapa 

tingkatan: 

a. Al-Qur'an dan Hadis: ayat-ayat yang melarang riba serta hadis 

Nabi Muhammad SAW menjadi dasar utama setiap transaksi 

keuangan syariah (Garuda, 2020). 

b. Ijma’: kesepakatan para ulama atas suatu hukum yang tidak 

disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis (Core.ac.uk, 

n.d.). 

c. Fatwa DSN-MUI: panduan operasional dan kepastian hukum 

produk keuangan syariah, misalnya Fatwa No. 04/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Murabahah (Garuda, 2020). 

d. Peraturan perundang-undangan: UU No. 21/2008 tentang 

Perbankan Syariah, POJK No. 31/POJK.05/2014 dan No. 

10/POJK.05/2019 tentang usaha pembiayaan syariah, serta PP 

No. 16/2023 tentang pembiayaan proyek melalui surat 

berharga syariah negara (OJK, 2008; Sharia Knowledge Centre, 

2026). 
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3. Tujuan Pembiayaan Syariah 
Tujuan utama pembiayaan syariah adalah menciptakan sistem 

keuangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan (Sharia 

Knowledge Centre, 2026), secara spesifik meliputi: 

a. Peningkatan ekonomi umat melalui akses modal bagi 

masyarakat (UIN Syahada, n.d.); 

b. Pengembangan dan produktivitas usaha produktif yang 

menghasilkan nilai tambah; 

c. Menghindari praktik terlarang seperti riba, gharar, dan maysir 

(Tazkia, 2025); 

d. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh bank 

konvensional (UIN Syahada, n.d.). 

 

4. Karakteristik Pembiayaan Syariah 

a. Berbasis prinsip syariah, mengacu pada Pernyataan Kesesuaian 

Syariah DSN-MUI (Asbisindo, 2022); 

b. Bebas riba dan tidak mengandung unsur bunga (Sharia 

Knowledge Centre, 2026); 

c. Menggunakan akad yang jelas seperti mudharabah, 

musyarakah, murabahah, dan ijarah (Lifepal, 2021); 

d. Berorientasi pada kemaslahatan bersama, bukan sekadar 

keuntungan (Garuda, 2020); 

e. Menghindari unsur terlarang: gharar, maisir, zhulm, dan 

risywah (Asbisindo, 2022). 

 

5. Prinsip-Prinsip Pembiayaan Syariah 

a. Keadilan ('Adl): semua pihak diperlakukan adil dengan hak dan 

kewajiban yang jelas (Acc.co.id, 2026). 

b. Kemitraan (Partnership): pada akad bagi hasil, bank dan 

nasabah menjadi mitra yang menanggung untung-rugi bersama 

sesuai prinsip Profit and Loss Sharing (Journal.uml.ac.id, 2025). 

c. Transparansi: seluruh informasi akad, biaya, dan mekanisme 

bagi hasil diungkapkan jelas sejak awal untuk menghindari 

penipuan dan spekulasi (Forsebi.uin-suka.ac.id, n.d.). 
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Pendahuluan 

Investasi merupakan aktivitas ekonomi yang berperan dalam 

mengembangkan kekayaan, meningkatkan produktivitas aset, dan 

mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam 

perspektif ekonomi modern, investasi dipahami sebagai 

pengalokasian dana atau aset ke berbagai instrumen untuk 

memperoleh manfaat ekonomi di masa mendatang. Bagi individu, 

investasi berfungsi menjaga nilai kekayaan dan mencapai tujuan 

keuangan jangka panjang, sedangkan bagi dunia usaha dan 

perekonomian nasional, investasi menjadi sumber pembiayaan yang 

mendukung ekspansi bisnis, penciptaan lapangan kerja, serta 

peningkatan kapasitas produksi (Bodie et al., 2021; Fabozzi et al., 

2013). 

Dalam perspektif Islam, investasi tidak hanya berorientasi pada 

keuntungan finansial, tetapi juga merupakan bentuk pengelolaan 

harta yang harus sesuai dengan prinsip syariah. Harta dipandang 

sebagai amanah yang perlu dimanfaatkan secara produktif untuk 

memberikan kemaslahatan bagi pemilik maupun masyarakat. Oleh 

karena itu, aktivitas investasi harus berlandaskan nilai keadilan, 

transparansi, kemitraan, dan tanggung jawab, serta terhindar dari 

praktik yang bertentangan dengan syariah. Karakteristik tersebut 

membedakan investasi dari spekulasi yang lebih berorientasi pada 

keuntungan jangka pendek melalui tingkat ketidakpastian yang tinggi 

tanpa didukung aktivitas ekonomi yang produktif. Dengan demikian, 

investasi syariah tidak hanya menjadi sarana pengembangan 

kekayaan, tetapi juga instrumen yang mendukung stabilitas ekonomi 

dan kesejahteraan masyarakat (Ayub, 2007; Ascarya, 2015). 

Perkembangan industri keuangan syariah telah memperluas 

ruang lingkup investasi syariah melalui hadirnya berbagai instrumen, 

seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah. Di Indonesia, 

perkembangan tersebut didukung oleh penguatan regulasi, 

peningkatan literasi keuangan, serta pemanfaatan teknologi digital 

yang memperluas akses masyarakat terhadap produk investasi 

syariah. Selain itu, meningkatnya perhatian investor terhadap aspek 

etika, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial semakin memperkuat 
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posisi investasi syariah sebagai bagian dari sistem keuangan modern 

yang adaptif terhadap dinamika ekonomi global (Otoritas Jasa 

Keuangan [OJK], 2025). 

Bab ini membahas investasi syariah sebagai suatu sistem yang 

mengintegrasikan berbagai instrumen investasi dalam kerangka 

pasar modal syariah. Pembahasan diawali dengan konsep dasar 

investasi syariah, kemudian dilanjutkan dengan karakteristik saham 

syariah, sukuk, dan reksa dana syariah sebagai instrumen investasi 

utama. Pada bagian akhir dibahas perkembangan, tantangan, dan 

prospek investasi syariah dalam menghadapi transformasi industri 

keuangan yang semakin digital, inovatif, serta berorientasi pada 

pembangunan berkelanjutan. 

 

Konsep Dasar Investasi Syariah 

Investasi merupakan proses pengalokasian sumber daya pada saat ini 

untuk memperoleh manfaat ekonomi di masa mendatang. Setiap 

keputusan investasi melibatkan pertimbangan mengenai potensi 

keuntungan, tingkat risiko, dan jangka waktu pengembalian sehingga 

memerlukan perencanaan, analisis, dan pengelolaan risiko yang 

rasional agar tujuan keuangan dapat tercapai secara optimal (Bodie et 

al., 2021; Fabozzi et al., 2013). 

Dalam perspektif syariah, investasi tidak hanya dipandang 

sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk pengelolaan 

harta yang harus selaras dengan hukum Islam, etika, dan tanggung 

jawab sosial. Investasi syariah merupakan penempatan dana pada 

instrumen atau kegiatan usaha yang memenuhi prinsip syariah, 

sehingga objek investasi, mekanisme transaksi, dan pembagian 

keuntungan harus sesuai dengan ketentuan Islam. Oleh karena itu, 

keberhasilan investasi syariah tidak hanya diukur dari besarnya imbal 

hasil, tetapi juga dari tingkat kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah 

(Ayub, 2007; Ascarya, 2015). 

Landasan investasi syariah bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan 

kaidah fikih muamalah yang menegaskan bahwa pada dasarnya setiap 

bentuk muamalah diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan 

syariah. Landasan tersebut mendorong pengelolaan harta secara 
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publik serta dinamika kelembagaan pemerintahan. 
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Pendahuluan dan Landasan Filosofis Risiko Syariah  
Integrasi kepatuhan syariah (shariah compliance) ke dalam seluruh 

aspek operasional dan manajemen keuangan merupakan pilar utama 

yang membedakan lembaga keuangan syariah (LKS) dari institusi 

keuangan konvensional (N. Fadilah et al., 2025). Di tengah dinamika 

pasar keuangan global dan domestik, LKS tidak hanya dihadapkan 

pada risiko-risiko keuangan konvensional seperti risiko kredit dan 

pasar, tetapi juga pada risiko unik yang lahir dari struktur akad 

berbasis syariah. Oleh karena itu, manajemen risiko dalam LKS 

menuntut pemahaman mendalam yang melampaui pendekatan 

kuantitatif konvensional dengan menggabungkan prinsip kehati-

hatian (prudential banking) dan etika muamalah Islam secara 

menyeluruh(Lintang & Faujiah, 2024). 

Dalam perspektif ekonomi Islam, ketidakpastian (uncertainty) 

merupakan elemen inheren dalam setiap aktivitas bisnis yang tidak 

dapat dihindari, namun tetap dapat dikelola dan dikendalikan (Amalia 

Putri & Lailatul Qadariyah, 2023). Terdapat batasan teologis yang 

sangat tegas antara ketidakpastian produktif yang diperbolehkan 

sebagai konsekuensi logis dari usaha riil, dan ketidakpastian 

eksploitatif yang dilarang (Lintang & Faujiah, 2024). Manajemen 

risiko dalam LKS berakar pada upaya penyaringan transaksi agar 

terbebas dari tiga pilar larangan utama, yaitu riba, gharar, dan maysir 

(N. Fadilah et al., 2025). 

Larangan riba memastikan bahwa keuntungan finansial harus 

dihasilkan dari aktivitas sektor riil yang produktif atau berbasis bagi 

hasil, bukan dari penumpukan utang tanpa transaksi dasar 

(underlying transaction) yang sah. Praktik riba dilarang keras 

berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an, termasuk Surah Ar-Rum ayat 39, 

Surah An-Nisa' ayat 160-161, Surah Ali Imran ayat 130, serta Surah Al-

Baqarah ayat 278-279. Larangan gharar, yang berlandaskan Surah Al-

An'am ayat 152 dan Surah An-Nisa' ayat 29, menekankan pentingnya 

kejelasan objek, harga, dan waktu penyerahan dalam setiap kontrak 

untuk menghindari penipuan (fraud) serta ketidakadilan yang 

merugikan salah satu pihak. Sementara itu, pelarangan maysir atau 

spekulasi berlebihan bertujuan untuk mengarahkan modal pada 

investasi nyata yang memberikan kemaslahatan publik (maslahah) 

(Albi Wahyu Ramadhan et al., 2026). 
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Melalui penyaringan teologis ini, manajemen risiko LKS 

bertransformasi dari sekadar alat perlindungan modal pemegang 

saham menjadi mekanisme pencapaian tujuan syariah (maqashid asy-

syariah)(Aflah et al., 2026). Pengelolaan dana nasabah harus 

senantiasa menyeimbangkan antara pencarian laba (tijarah) dan 

tanggung jawab sosial (tabarru'), guna mewujudkan keadilan 

distributif serta kemaslahatan kolektif (Otoritas Jasa Keuangan, 

2023b). Perdebatan akademis kontemporer mengenai pembentukan 

dana cadangan mitigasi seperti Profit Equalization Reserve (PER) 

mencerminkan ketegangan antara pandangan maqashid klasik yang 

memprioritaskan perlindungan hak milik mutlak nasabah secara 

langsung, dan pandangan maqashid kontemporer yang menekankan 

pada penguatan likuiditas industri secara kolektif demi pertumbuhan 

ekonomi nasional yang stabil (Nuriyah et al., 2017). 

 

Taksonomi Sepuluh Risiko Lembaga Keuangan Syariah  

Perbedaan fundamental operasional antara perbankan syariah dan 

konvensional berdampak langsung pada profil risiko masing-masing 

institusi. Sistem konvensional yang bertumpu pada hubungan debitur-

kreditur berbasis bunga memiliki struktur risiko yang cenderung 

linier(Kenali 8 Perbedaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional, 2026). 

Sebaliknya, LKS yang menerapkan hubungan multidimensi, termasuk 

kemitraan (partnership), penjual-pembeli, serta sewa-menyewa, 

menghadapi volatilitas risiko yang dinamis. 

Salah satu fenomena paling unik dalam operasional LKS adalah 

transformasi risiko (risk transformation). Risiko dalam akad keuangan 

syariah tidak bersifat statis, melainkan dapat berubah karakter 

sepanjang siklus hidup akad tersebut (Islamic Financial Services 

Board, 2026). Sebagai contoh, dalam pembiayaan berbasis jual beli 

tangguh seperti murabahah atau ijarah, LKS terlebih dahulu harus 

mengakuisisi aset fisik yang dipesan dari pemasok. Pada fase akuisisi 

ini, LKS secara langsung memikul risiko pasar atas kepemilikan aset 

tersebut. Setelah aset berhasil diserahkan kepada nasabah dan terjadi 

kesepakatan harga jual dengan pembayaran cicilan tangguh, risiko 

pasar tersebut secara instan bertransformasi menjadi risiko kredit 
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Pendahuluan 

Lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, memiliki 

peran vital sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana dari 

pihak berkelebihan dana (shahibul maal) kepada pihak yang 

membutuhkan dana (mustafid). Dalam menjalankan fungsi 

intermediasi tersebut, kegiatan penyaluran dana dalam bentuk 

pembiayaan merupakan porsi terbesar dari aktivitas operasional 

bank syariah sekaligus menjadi sumber pendapatan utama. Namun, 

penyaluran dana selalu berbanding lurus dengan risiko kegagalan 

pengembalian. Oleh karena itu, analisis pembiayaan yang 

komprehensif merupakan benteng pertahanan utama dalam menjaga 

kualitas aset dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah (Antonio, 

2011). 

Dalam diskursus keuangan, penting untuk membedakan secara 

mendasar antara istilah "kredit" yang digunakan pada perbankan 

konvensional dan "pembiayaan" yang digunakan pada perbankan 

syariah. Secara etimologis, kredit berasal dari bahasa Latin credere 

yang berarti "percaya". Secara operasional konvensional, kredit 

menempatkan hubungan antara bank dan nasabah sebagai hubungan 

pinjam-meminjam uang dengan imbalan bunga atas sisa utang. 

Sebaliknya, pembiayaan dalam sistem syariah didasarkan pada 

prinsip real sector backing, di mana transaksi keuangan harus 

didukung oleh aktivitas ekonomi riil melalui akad jual beli (ba'i), bagi 

hasil (syirkah), maupun sewa-menyewa (ijarah) (Karim, 2018). 

Pembiayaan syariah tidak menjual uang untuk mendapatkan uang, 

melainkan memfasilitasi transaksi barang, jasa, atau investasi 

produktif. 

Kegagalan melakukan analisis yang cermat terhadap 

permohonan pembiayaan dapat memicu lonjakan angka Non-

Performing Financing (NPF). Rasio NPF yang tinggi tidak hanya 

menggerogoti profitabilitas bank melalui penyisihan dan 

penghapusan aset produktif, tetapi juga berpotensi mengganggu 

likuiditas dan reputasi bank di mata publik (Ascarya, 2013). Dalam 

konteks kontemporer, tantangan analisis pembiayaan semakin 

kompleks akibat volatilitas ekonomi global dan perubahan arus kas 
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bisnis nasabah yang cepat. Oleh karena itu, pemahaman mendalam 

mengenai kerangka teori, kepatuhan terhadap regulasi, serta teknik 

analisis berbasis risiko terkini menjadi keharusan mutlak bagi praktisi 

maupun akademisi manajemen keuangan syariah. 

 

Filosofi dan Prinsip Dasar Pembiayaan  
Analisis pembiayaan syariah memiliki dimensi filosofis yang jauh 

lebih luas dibandingkan dengan analisis kredit konvensional. Jika 

kredit konvensional berfokus dominan pada kriteria risk-return dan 

kemampuan membayar kembali bunga serta pokok, maka analisis 

pembiayaan syariah mengintegrasikan dua pilar utama: kelayakan 

bisnis (business viability) dan kesesuaian syariah (shariah 

compliance). Filosofi dasar keuangan syariah berakar pada 

pencapaian falah, yaitu kesejahteraan yang mencakup dimensi 

duniawi dan ukhrawi melalui kegiatan ekonomi yang adil dan beretika 

(Chapra, 2000). 

Secara operasional, proses analisis pembiayaan syariah wajib 

memastikan bahwa seluruh skema yang diajukan terbebas dari unsur-

unsur yang dilarang dalam syariat Islam, yang sering disingkat dengan 

istilah MAGHRIB: Secara operasional, proses analisis pembiayaan 

syariah wajib memastikan bahwa seluruh skema yang diajukan 

terbebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam syariat Islam, yang 

sering disingkat dengan istilah MAGHRIB: 

1. Maysir (Perjudian/Spekulasi): Pembiayaan tidak boleh disalurkan 

untuk kegiatan bisnis yang bersifat spekulatif tanpa dasar analisis 

fundamental ekonomi yang jelas. 

2. Gharar (Ketidakpastian/Kekaburan): Objek pembiayaan, nilai 

transaksi, syarat, dan waktu penyerahan barang atau jasa harus 

jelas dan terukur sejak awal akad disepakati. 

3. Riba (Bunga/Tambahan Batil): Pembiayaan wajib terbebas dari 

penetapan bunga pinjaman dan pengenaan denda yang bersifat 

mengeksploitasi keterpurukan nasabah. 

4. Haram: Objek usaha yang dibiayai harus terbebas dari zat atau 

aktivitas yang diharamkan, seperti produksi minuman keras, 

perdagangan barang non-halal, atau kegiatan yang merusak 

lingkungan dan moral masyarakat (Rivai & Veithzal, 2008). 
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Pendekatan Pengukuran Kinerja Keuangan Syariah 

Secara umum, pengukuran kinerja keuangan syariah dilakukan 

melalui dua pendekatan utama. Pendekatan pertama menggunakan 

rasio keuangan sebagai dasar penilaian terhadap kondisi dan tingkat 

kesehatan lembaga keuangan syariah, yang umumnya diukur melalui 

indikator seperti FDR, NPF, CAR, ROA, ROE, NOM, dan BOPO. 

Pendekatan kedua mengacu pada model pengukuran berbasis syariah, 

yaitu Islamicity Performance Index (IPI), Shariah Conformity and 

Profitability (SCnP), dan Maqashid Sharia Index (MSI). Berbeda dengan 

rasio keuangan yang berfokus pada aspek finansial, ketiga model 

tersebut juga mengevaluasi tingkat kepatuhan terhadap prinsip 

syariah, pelaksanaan fungsi sosial, serta pencapaian tujuan maqashid 

al-shariah sehingga menghasilkan penilaian kinerja yang lebih 

komprehensif (Hameed, S., Wirman, A., Alrazi, B., Mohamed Nor, M. N., 

& Pramono, 2004;Kuppusamy, M., Saleh, A. S., & Samudhram, 

2009;Mohammed, M. O., Razak, D. A., & Taib, 2008). Oleh karena itu, 

pembahasan pada bagian berikut difokuskan pada ketiga model 

tersebut sebagai pendekatan yang paling banyak digunakan untuk 

mengukur kinerja keuangan syariah. 

1. Islamicity Performance Index (IPI) 

Islamicity Performance Index (IPI) merupakan salah satu model 

pengukuran kinerja yang diperkenalkan oleh Hameed et al. (2004) 

sebagai alternatif untuk melengkapi penilaian yang hanya 

mengandalkan rasio keuangan konvensional. Model ini berangkat 

dari pemahaman bahwa keberhasilan lembaga keuangan syariah 

tidak cukup diukur berdasarkan tingkat profitabilitas, tetapi juga 

harus mempertimbangkan sejauh mana prinsip-prinsip syariah 

diterapkan dalam kegiatan operasional. Dengan demikian, IPI 

menggabungkan aspek keuangan, tanggung jawab sosial, dan 

kepatuhan terhadap syariah sebagai dasar dalam mengevaluasi 

kinerja lembaga keuangan syariah (Hameed, S., Wirman, A., Alrazi, 

B., Mohamed Nor, M. N., & Pramono, 2004;Mutia, E., Jannah, R., 

2019).  

Dalam perkembangannya, IPI telah banyak digunakan untuk 

mengevaluasi kinerja bank syariah di berbagai negara, termasuk 
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Indonesia. Dibandingkan dengan rasio keuangan konvensional, IPI 

memberikan gambaran yang lebih komprehensif karena tidak 

hanya mengukur kemampuan menghasilkan laba, tetapi juga 

menilai implementasi prinsip bagi hasil, pembayaran zakat, 

kehalalan investasi, serta dominasi pendapatan yang berasal dari 

aktivitas halal (Mutia, E., Jannah, R., 2019). Islamicity Performance 

Index (IPI) diukur melalui enam indikator utama yang menjadi 

dasar dalam mengevaluasi kinerja lembaga keuangan syariah. 

Keenam indikator tersebut disajikan pada Tabel 14.1. 

 

Tabel 14.1: Indikator Islamicity Performance Index 

Indikator Tujuan Pengukuran Interpretasi 

Profit Sharing 
Ratio (PSR) 

Mengukur proporsi 
pembiayaan berbasis 
bagi hasil (mudharabah 
dan musyarakah). 

Semakin tinggi 
menunjukkan semakin 
besar implementasi 
prinsip bagi hasil. 

Zakat 
Performance 
Ratio (ZPR) 

Mengukur kemampuan 
lembaga untuk 
menunaikan kewajiban 
zakat. 

Nilai yang tinggi 
menunjukkan 
kepatuhan terhadap 
kewajiban sosial Islam. 

Equitable 
Distribution 
Ratio (EDR) 

Mengukur pemerataan 
distribusi manfaat 
kepada pemangku 
kepentingan. 

Semakin merata 
menunjukkan semakin 
tinggi aspek keadilan. 

Directors–
Employees 
Welfare Ratio 
(DEWR) 

Mengukur keseimbangan 
kesejahteraan antara 
direksi dan karyawan. 

Mencerminkan prinsip 
keadilan internal 
organisasi. 

Islamic 
Investment 
Ratio (IIR) 

Menunjukkan proporsi 
investasi yang sesuai 
dengan prinsip syariah 
terhadap total investasi. 

Nilai mendekati 100% 
menunjukkan seluruh 
investasi sesuai syariah. 

Islamic Income 
Ratio (IsIR) 

Menunjukkan proporsi 
pendapatan yang berasal 
dari sumber halal 
dibandingkan dengan 
total pendapatan. 

Semakin tinggi 
menunjukkan semakin 
rendahnya pendapatan 
nonhalal. 

Sumber: disusun penulis berdasarkan Hameed, S., Wirman, A., 

Alrazi, B., Mohamed Nor, M. N., & Pramono, 2004. 
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Pendahuluan 

Entitas syariah, terutama Lembaga Keuangan Syariah (LKS), 

melakukan bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang 

sangat berbeda dari lembaga keuangan biasa. Larangan terhadap riba, 

yaitu tambahan yang tidak adil, gharar, yaitu ketidakpastian yang 

merugikan, dan maysir, yaitu spekulasi, menjadi ciri khas yang 

membedakan cara kerja entitas syariah. Penerapan prinsip-prinsip 

tersebut harus diawasi dengan sungguh-sungguh agar lembaga 

syariah benar-benar taat terhadap semua aturan syariah dalam 

menjalankan operasinya. 

Audit syariah hadir sebagai alat penting untuk memastikan 

bahwa sesuatu memenuhi standar yang berlaku. Audit syariah adalah 

proses pengecekan mandiri yang dilakukan untuk menilai sejauh 

mana suatu lembaga mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam semua 

kegiatan yang dilakukannya. Tanpa pengawasan yang cukup, bisa 

terjadi pelanggaran terhadap prinsip syariah, baik karena kesalahan 

dari karyawan maupun karena tindakan sengaja, yang berdampak 

bukan hanya pada kehidupan di dunia tetapi juga di akhirat (Susilo, 

2018). 

Proses mengelola perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah 

memerlukan sistem pengendalian dan pengawasan yang terpadu. 

Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang pengendalian internal, 

pengawasan syariah, dan audit syariah sangat penting bagi para 

pekerja di bidang perbankan dan keuangan syariah. 

 

Konsep Pengendalian Internal dalam Perspektif Syariah 

1. Definisi dan Tujuan Pengendalian Internal 

Pengendalian internal adalah proses yang melibatkan semua 

bagian dalam organisasi, mulai dari pengurus, manajemen, hingga 

anggota biasa, yang dibuat untuk memastikan bahwa tujuan 

organisasi dapat dicapai dengan cara yang benar dan dapat 

dipercaya. Tujuan pengendalian internal secara umum mencakup 

tiga aspek utama: 

a. Keandalan laporan keuangan artinya informasi keuangan yang 

dibuat harus benar, bisa dipercaya, relevan, dan memenuhi 

standar akuntansi yang berlaku. 
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b. Operasi organisasi berjalan efektif dan efisien, artinya kegiatan 

harian berjalan lancar dengan pengelolaan sumber daya yang 

tepat. 

c. Organisasi selalu mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk 

peraturan umum dan peraturan khusus di bidang syariah. 

Dalam pandangan Islam, pengendalian diartikan sebagai 

upaya untuk memperbaiki sesuatu yang salah, menegakkan 

kebenaran, dan memperbaiki hal-hal yang tidak benar. 

Pengawasan dalam ajaran Islam terdiri dari dua aspek: yang 

pertama adalah pengawasan berasal dari diri sendiri, yaitu 

kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri yang berasal dari 

iman dan keyakinan kepada Allah SWT; yang kedua adalah 

pengawasan dari pemimpin, yaitu terkait dengan pelaksanaan 

tugas yang telah diberikan serta kecocokan antara tugas yang 

dilakukan dengan rencana yang telah ditentukan. 

 

2. Karakteristik Khas Pengendalian Internal Entitas Syariah 

Pengendalian internal di entitas syariah memiliki karakteristik 

unik yang membedakannya dari organisasi konvensional. Seluruh 

aspek pengendalian internal menekankan pentingnya nilai-nilai 

syariah seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi. Penerapan 

prinsip syariah menjadi landasan dalam merancang dan 

mengimplementasikan pengendalian internal, termasuk aspek 

akad, bagi hasil, dan larangan riba, gharar, serta maisir. 

 

Tabel 15.1: Perbedaan Antara Pengendalian Internal Entitas 

Syariah Dan Konvensional 

Aspek Entitas Syariah Entitas Konvensional 

Tujuan Utama Selain tujuan umum, 
menekankan kepatuhan 
terhadap prinsip syariah 

Berfokus pada tujuan 
bisnis material dan 
finansial 

Nilai Dasar Berbasis nilai Islam: keadilan, 
kejujuran, transparansi, 
akuntabilitas 

Berdasarkan prinsip 
akuntansi dan bisnis 
konvensional 
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Komponen 
Utama 

Sama dengan komponen 
umum (lingkungan 
pengendalian, penilaian risiko, 
aktivitas pengendalian, 
informasi & komunikasi, 
pemantauan) dengan 
penekanan nilai syariah 

Komponen umum 
dengan penekanan 
pada aspek finansial 
dan legal 

Penerapan Melibatkan audit syariah 
untuk memastikan kepatuhan 
syariah 

Berfokus pada audit 
keuangan dan 
kepatuhan regulasi 
sekuritas 

Contoh 
Penerapan 

Pemisahan dana usaha dan 
dana sosial, larangan riba, 
zakat, audit syariah 

Pemisahan tugas, 
otorisasi transaksi, 
rekonsiliasi bank 

Sumber: Diolah penulis 

 

Prinsip-Prinsip Pengendalian dan Pengawasan Syariah 
Pelaksanaan pengendalian internal dan pengawasan syariah di 

Lembaga Keuangan Syariah harus mengacu pada beberapa prinsip 

fundamental (Fitriani, Nasrina & Sunandar, 2023): 

1. Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) 

Prinsip kehati-hatian merupakan landasan fundamental dalam 

menjalankan seluruh aktivitas perbankan dan lembaga keuangan 

syariah. Prinsip ini menekankan pentingnya kehati-hatian dalam 

pengambilan keputusan dan pengelolaan risiko, sehingga dapat 

menjaga stabilitas dan kelangsungan usaha. 

2. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas 

Prinsip ini mencakup keterbukaan informasi mengenai produk, 

layanan, dan kinerja keuangan yang harus disampaikan secara 

terbuka dan jujur kepada seluruh pemangku kepentingan. 

Transparansi penting untuk membangun kepercayaan dan 

menghindari kesalahpahaman. Setiap pihak yang terlibat dalam 

pengelolaan lembaga keuangan syariah bertanggung jawab atas 

tindakannya, mencakup aspek keuangan, operasional, dan 

kepatuhan syariah. 

3. Prinsip Kepatuhan terhadap Fatwa dan Kaidah Syariah 

Semua produk dan layanan keuangan syariah harus sesuai dengan 

fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Fatwa 
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Pendahuluan  

Dalam beberapa tahun terakhir, keberlanjutan telah menjadi isu 

sentral bagi dunia bisnis, keuangan, serta para pembuat kebijakan dan 

organisasi di tingkat global. Kondisi ini membuat kerangka 

environmental, social, and governance (ESG) semakin relevan untuk 

menilai keberlanjutan perusahaan, mendorong praktik bisnis yang 

bertanggung jawab, sekaligus menjadi acuan dalam mengukur kinerja 

keberlanjutan (Nurfadilah, 2022). Tidak hanya pembuat kebijakan 

dan organisasi, kalangan akademisi juga semakin tertarik menelaah 

keterkaitan kompleks antara sistem keuangan dengan kinerja 

lingkungan suatu negara. 

Perkembangan ini memperlihatkan bahwa instrumen keuangan 

alternatif, terutama keuangan Islam, memiliki peran penting dalam 

mewujudkan prinsip ESG (Khan & Munir, 2025). Keberlanjutan 

sendiri merupakan prinsip mendasar dalam keuangan Islam. Sistem 

ini dibangun di atas pendekatan Syariah yang bersifat menyeluruh 

terhadap aktivitas ekonomi, dengan menekankan nilai etika, keadilan 

sosial, serta melarang praktik yang merugikan dan eksploitatif 

(Alhammadi, 2024; Abiola-Adams et al., 2025; Siregar, 2025). Hingga 

kini, pengukuran keberlanjutan perbankan syariah di Indonesia masih 

didominasi ESG konvensional yang menekankan kepatuhan formal 

dan indikator netral nilai. Akibatnya, dimensi etika dan normatif khas 

keuangan syariah belum sepenuhnya terakomodasi (Fahmi, E. et al., 

2026). 

Konsep ESG yang selaras dengan nilai-nilai Islam dikenal dengan 

Islamic ESG (Environmental, Social, and Governance), dimana konsep 

ini mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan modern dengan prinsip 

syariah (Sakınç, 2021; Nasution et al., 2022; Najid, et al., 2024; 

Adirestuty et al., 2025; Khan & Munir, 2025).  Keduanya berbagi tujuan 

esensial: mempromosikan keadilan sosial, pelestarian lingkungan, 

dan tata kelola yang etis. Konsep ini mentransformasikan etos bisnis 

Islam menjadi aksi nyata yang terukur. Dari sinilah muncul konsep 

Islamic ESG atau Islamic Sustainable Governance (ISG), yaitu integrasi 

prinsip-prinsip syariah dengan praktik keberlanjutan modern (Asrori 

H, & Ritonga, I, 2025; Siregar, 2025; Salin & Ali, 2025; BSI 2025; IRI 

2025). 
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Impelementasi integrasi Islam dan ESG masih banyak mengalami 

tantangan di berbagai aspek, seperti perlunya kebijakan yang tepat 

sasaran (Khan & Munir, 2025), kurangnya standardisasi dan 

pengetahuan yang tidak memadai (Najid, et al., 2024), perusahaan 

syariah menghadapi berbagai standar pelaporan yang berbeda seperti 

ESG (AAOIFI, 2024), tingkat pengungkapan ESG dan kepatuhan 

syariah antar perusahaan masih berbeda-beda, (Adirestuty, F., et al. 

2025); (Siregar, R., 2025), perusahaan dapat mengklaim dirinya 

sebagai perusahaan hijau atau perusahaan syariah tanpa 

implementasi yang memadai (Siregar, R., 2025); (Astuti S, et al. 2026), 

masih terbatas jumlah profesional yang memahami secara bersamaan 

bidang ESG, pelaporan keberlanjutan, tata kelola perusahaan, dan 

keuangan syariah (Lestari, I.P. et al., 2025), dan belum adanya indeks 

atau skor Islamic ESG yang baku (Rafiqi et al., 2025). Pembahasan ini 

mengkaji tentang keuangan berkelanjutan (sustainable finance), 

konsep ESG berdasarkan prinsip modern dan dalam perspektif Islam, 

yaitu bagaimana setiap pilar ESG dipahami dan diimplementasikan 

dalam perspektif syariah, serta perbandingan ESG konvensional dan 

Islamic ESG, dan nilai tambah prinsip syariah dalam memperkuat ESG 

sebagai fondasi sistem keuangan yang adil, inklusif, dan 

berkelanjutan. 

 

Konsep Dasar Keuangan Berkelanjutan (Sustainable 

Finance) 
1. Definisi Sustainable Finance  

Sustainable finance melihat bagaimana keuangan berinteraksi 

dengan isu-isu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam peran 

alokasi, keuangan dapat membantu pengambilan keputusan 

strategis tentang pertimbangan antara tujuan-tujuan 

berkelanjutan (Schoenmaker, D and Schramade, W. 2018) 

OJK mendefinisikan sustainable finance sebagai sebuah 

ekosistem keuangan yang komprehensif dimana mencakup 

kebijakan, regulasi, standar, produk, hingga jasa keuangan, yang 
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Inklusi keuangan merupakan upaya untuk meningkatkan akses 

masyarakat terhadap layanan keuangan yang mudah, aman, dan 

terjangkau. Dalam perspektif syariah, inklusi keuangan tidak hanya 

bertujuan memperluas akses finansial, tetapi juga mengedepankan 

prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan melalui transaksi 

yang sesuai dengan prinsip Islam (Antonio, 2001). 

UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian, namun 

masih menghadapi kendala dalam memperoleh akses pembiayaan 

dan pengelolaan keuangan. Keuangan syariah hadir sebagai alternatif 

melalui berbagai produk pembiayaan berbasis akad seperti 

murabahah, mudharabah, dan musyarakah yang dapat mendukung 

pengembangan usaha secara berkelanjutan (Ascarya, 2007) 

Selain pembiayaan, peningkatan literasi keuangan syariah dan 

pemanfaatan teknologi digital juga menjadi faktor penting dalam 

memperkuat inklusi keuangan UMKM. Penelitian Muzdalifa et al. 

(2018) menunjukkan bahwa fintech syariah memiliki potensi dalam 

memperluas akses keuangan bagi UMKM melalui layanan yang lebih 

mudah dan inovatif. 

Dengan demikian, inklusi keuangan syariah memiliki peran 

strategis dalam pemberdayaan UMKM melalui penyediaan akses 

modal, peningkatan literasi keuangan, serta pengembangan ekosistem 

usaha yang berlandaskan prinsip syariah. 

 

Konsep Inklusi Keuangan Syariah 

Inklusi keuangan merupakan konsep yang menekankan penyediaan 

akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang aman, mudah, 

terjangkau, dan informatif. Inklusi keuangan tidak hanya ditujukan 

kepada masyarakat yang telah memiliki akses terhadap lembaga 

keuangan formal, tetapi juga kelompok masyarakat yang selama ini 

mengalami keterbatasan akses, seperti masyarakat berpenghasilan 

rendah, pelaku usaha produktif, dan masyarakat di daerah terpenci 

(Chusniah, 2023). Dengan adanya inklusi keuangan, masyarakat 

memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi 

melalui pemanfaatan layanan keuangan yang sesuai dengan 

kebutuhannya. 
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Dalam perspektif syariah, inklusi keuangan memiliki tujuan yang 

lebih luas dibandingkan sekadar memperluas akses pembiayaan. 

Inklusi keuangan syariah berlandaskan pada prinsip keadilan, 

transparansi, dan kemitraan dengan tetap memperhatikan ketentuan 

syariah dalam setiap transaksi. Sistem ini dikembangkan melalui 

berbagai produk dan layanan keuangan yang menghindari unsur riba, 

gharar, dan maysir, sehingga mampu menciptakan sistem keuangan 

yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Safii & Nisa, 2024). 

Bagi pelaku UMKM, inklusi keuangan syariah menjadi salah satu 

instrumen penting dalam memperoleh akses modal dan 

mengembangkan usaha. Literasi keuangan syariah yang baik 

memungkinkan pelaku UMKM memahami berbagai produk dan akad 

pembiayaan, seperti murābahah, mudhārabah, musyārakah, dan 

ijārah, yang dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan usaha. 

Sebaliknya, rendahnya literasi keuangan syariah dapat menyebabkan 

keterbatasan pemanfaatan produk keuangan formal serta 

meningkatkan risiko penggunaan pembiayaan informal yang kurang 

sesuai dengan prinsip keuangan yang sehat (Hamidiyah et al., 2025).  

Penguatan inklusi keuangan syariah juga didukung oleh 

perkembangan teknologi digital melalui fintech syariah dan layanan 

perbankan digital. Pemanfaatan teknologi memberikan peluang bagi 

UMKM untuk memperoleh layanan keuangan yang lebih mudah, cepat, 

dan luas. Aripin et al. (2022) menjelaskan bahwa digitalisasi layanan 

perbankan syariah menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan 

daya saing produk keuangan syariah sekaligus memperluas inklusi 

keuangan masyarakat. Selain itu, kombinasi antara literasi keuangan 

dan fintech syariah dapat meningkatkan kemampuan UMKM dalam 

mengakses pembiayaan formal serta mengurangi ketergantungan 

terhadap sumber pembiayaan informal (Prawana, 2024).  

Dengan demikian, konsep inklusi keuangan syariah tidak hanya 

berkaitan dengan ketersediaan layanan keuangan, tetapi juga 

mencakup peningkatan pemahaman masyarakat, penguatan akses 

pembiayaan, dan pemanfaatan inovasi teknologi. Melalui pendekatan 

tersebut, inklusi keuangan syariah dapat menjadi sarana 

pemberdayaan UMKM dan mendukung terciptanya pertumbuhan 

ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. 
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